PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR :Km.,;mm'mm' -s_BéA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR W TAHUN 2021
TENTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . -

GUBERNUR KALIMANTAN -BARAT, :

bahwa berdasarkan Peratuitar Gubemur Nornor 69_..'_ 5
Tahun 2017 telah ditetapkan’ P@mbenmkan Susunanf:f:
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta- Tata Kerga Unztf--j:;_: R
Pelaksana . Teknis ~ Laboratorium Exeseha‘tan Kezja'_'s'ff
Provinsi Kahmantaﬂ Barat; PR B Sii o
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayai (2) hm uf ci L
Peraturan Menteri Dalairi- NeUeI‘I ‘Normor 12 Tahlm 2917_--.’_'_
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi- Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana ’i‘ekms Daerah menyebutkan--
bahwa kriteria pembentukan 'UPT-D ?-.-;'Provins'i -
tersedianya sumber daya - yang mehpu'izl pegawai
pembiayaan, sarana dan’ prasamna

bahwa dalam rangka ~ efisiensi dan efektzwtas o
pelaksanaan  tugas . dan fungsi oﬁ 'bzdaﬂg peiayanmm_f'
laboratorium  Kesehatan - Kerja - dan' pengéi‘Wasarrj_};
ketenagakerjaar, perlu d},iakukan evalua31 ‘terhadap:.
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja
Provinsi Kalimantan Barat, . untulk it ?eraturanflf-
Gubernur Nomor 69 Tahun 2017’ perlu dwantl S

bahwa  berdasarkan - peftnnbaﬁgan sebagalmaﬂa-'_;-ﬁ] :
dimaksud dalam huruf a, huraf b, dan’ huruf e perlu
menetapkan Peraturan - Guberﬁur tentang-fﬂf
Pembentukan, Susunan Orgamsasz ’I‘ugas dan TFungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis: Laboratollumif{f
Kesehatan Kelja Provinsi Kahman‘t&n Barat e St
Pasal 18 | ayat (6) Undang Undang Dassar Negara:;_-;; o
Republik Indonesia Tahim 1945; ' SRR
Undang-Undang Nomor - 25" Tahun 1956 tentahg’ .
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom = Provinsi
Kalimantan Barat, Kahmantan Sela‘tan dan Kahmantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubi X
Indonesia Nomor 1106); | .
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Undang-Undang Nomor 1 'Tahun 1970 ftentang =
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara . Repubhk R I
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, (’T‘ambahan Lembaran [ERUEE ST
Negara Republik Indonesia Nomor 2918); BRI
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20’0’3 tentang- '_
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubhk Indenema R R
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) Sebagazmana telah o
diubah beberapa kali dan terakhir dengan - Undang—_'_'f
Undang Nomor 11 Tahun 2020 teﬂiang Cipta: Kerja.
(Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk BRI
Indonesia Nomor 6573]; R
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur"‘- e
Sipil Negara (Lembaran  Negara Republik ‘Indonesia - ¢
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494}, - - SRR S PEeL
Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang..{:_f_ L
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk’-}f: e
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomcn 5587} sebaga;mana S e
telah diubah : beberapa kali . dan - terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun - 2020 ‘Lentang Cipta:
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' :
Indonesia Nomor 6573); ' -

Peraturan Pemerintah Nomor 18" Taha,m 2016 %iehtang;i_;’ o
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Iﬁdenema;lf_-'
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5887) sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Perau,u an Pemermtahf*i._-}
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelangkat Daera
(Lembaran. Negara Republik . Indonesia Tahurz 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6402); -

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2(}17 tentan&
Mana j Jjemen Pegawal Negem Slpll (Lembaran Negara

Lembaran Negara Repubhk Iﬁdonesza Nomor 603’7 )
sebagaimana . telah  diubah dengan Peraturan;_'_
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang. Perubahan-'j Lot
Atas Peraturan Pemerintah’' Nomor. 11. Tahun 2017 =
tentang Manajemen Pegawai . Negerl S1p11 (Lembaran'-f_{_:;_ o
Negara Republik Indonesia -Tahun 2020 Nomor 68, =
Tambahan  Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomori_
6477); _ _ : R __] __:T__
Peraturan Presiden Nomcr 21 "I‘ahun 2010 tentang T
Pengawasan Ketenagakerjaan; . o
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 10 Tahun 2017 '

tentang Pedoman Pembentukaﬂ dan. Kiasxf 1ka31 Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Bel zta Negéra“:_*
Republik Indonesm ’T‘ahuﬂ 2017 Nomor 4 51) S

..._=:_:?§§. ..
5
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11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang EE
Pembentukan dan Susunan: Pmangkat Daerah Provinsi i
Kalimantan  Barat (Lembaran = Daerah Provinsi =+ = -
Kalimantann Barat Tahun 2016  Nomor 8, Tambahan RO PR
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nemor 6} -
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir -
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 'E:emtang_:-_’
Perubahan Kedua Atas Peraturan' Daerah Nomor & o .
Tahun 2016 tentang _Pembentukan dan - Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran"_'- o S
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor =~
5, Tambahan Lenibaran Daerah’ Provmsx Kahmantan’ ey
Barat Nomor 5); - Gl

12. Peraturan Gubez*nm Nomor 118 Tahun 2021 tentang{._.’f:":_'5.
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transm@ram‘,_:.
Provinsi Kalimantan Barat - (B@rzta Damah Provmsz SRR R
Iialunanian Barat Tahun 2021 Nomor 118) o

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TAT'_
KERJA UNIT PELAKSANA - TEKNIS LABORAT.RIUM .
KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .

BAB I |
KETENTUAN UMUM -

Pagal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengaﬁ* _'? gt
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah daerah adalah Gubemur sebagal unsur_,- : penyelengg a
Pemerintahan Daerah yang 1nem1mpm peiaksanaam urusan pemenntahan-
vang menjadi kewenangan Provinsi Kalithantan Bar&t :

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. .

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prmmsz K&imantan B&i at y_’* ne
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemez uﬂahaz
di bidang tenaga kerja dan urusan di bidang: transmlgram s

9. Kepala Dinas adalah Kepaia Dmas Tenaga Kezja dan T1aﬁsm1g1 a81 Provmsr
Kaiimantan Barat. . _ : LR

6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ker}a Pmmn31 Kallmantan -'
Barat yang selanjutnya dzsebut UPT Labm‘atormm Kesehata:a I{ezj '
umit teknis operasional yang melaksanakar kegiaiaﬁ "i:ektm :
dibidang pelayanan laboratorium keseha‘ian ker ja dan penga_
ketenagakerjaan, : : :

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium’ Keseha‘tan Ker 3&
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10.

il.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

-

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profes{'b&gi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kei:}a yang L

bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawal ASN_: =
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan  perjan jlan o

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan’ diserahi. tugas o

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negare 1&11*137& dan gy

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah wargd mgam e

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai- Pegdwai ASN g
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk: mendudulq j&b&t&ﬂ -
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah - sekelomipok jabatan yang berisi fuﬁgsi. _. déii’l EE _
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemez*mtahan S R

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan ;
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya dlsmﬂkat JF adalah'; 5_ R 3
selelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian- dan ketemmpﬂan
tertentu. - SRy
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN vyang menduduki' ”Ja_bataifi -

Fungsional pada instansi pemerintah.

Kesehatan kerja adalah kesehatan di tempat kerja atau masalah kesehatanf “ gl

yvang timbul akibat kerja.

Keselamatan kerja adalah suatu kesiatan yang ditujulkeain ufltuk menc eg ah o

semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan hngkungam cian sri,uasx.- '
keria. : :

Lingkungan kerja adalah tempat kerja maupun di luar tempat ker_;a untuk.._:"ﬁ__'_'..' i
melakukan aktivitas kerja yang dapat mempengaruhi’ tenaga ker Ja dan

produktivitas kerjanya;

Tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 5
baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna m@nghasﬂkan jasa atau:f e
barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan A

alat produksi utamanya dalami proses produksi. i
Pengujian adalah suatu tindakan yang dilak ukan oleh’ pegawai yang bez hah- o

untuk membandingkan dengan standard/nilai ambang batds y‘ang Sesual::::-"’-_ =

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelatihan dan penyuluhan adalah pelayanan yang di selenggarakan c'ia}am-: o
rangka pemberian pengetahuan dan keterampilan dlbldang I—hperkes dan o R

Keselamatan Kerja.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kmel ja dan ;
pengambilan tindakan yang: dapat mendukung pencapaian - hasﬂ Yang i

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan ‘tersebut

Ketenagalkerjaan adalah segala hal yang berhubungan derngan tenaga kez }a e

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa Kerja.
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23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan instrumen yang -
memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat
sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan fersebut
merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan K3 bertujuan -
mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan k@r ja (zero
accident).

24. Perusahaan adalah:

a} Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, mili persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik -
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usabha lain yang mempunyai- ?engurua-'

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

BAB 1l
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Laboratorium _Kesehatén =
Kerja. L

(2) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud. pada ayat’ (1)' -
adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja - mehputl -
wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala e
Dinas. _

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAS]T
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan- keﬂiatan Lot
teknis  operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang - pelayanan .
laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan keschatan = kerja - dan -
lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT
Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan Kerja;

b. perencanaan Kkegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum,
pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan
Kerija;

¢. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan laboratorium kesehatan
kerja, serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;

d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang higiene dan keselamatan
kerja penyelidikan dan pengujian higiene perusahaan lingkungan kerja
termasuk kualitas udara kesehatan kerja dan toksikologi keselamatan
kerja;

e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kerja,
ergonomi dan gizi kerja;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang
pelayanan laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja; dan

g pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kerja,
serta pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang diserahkan
oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Orgarnisasi

Pasalb

(1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kesehatan Kerja; dan

d. Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.

{(2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang mer upakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah :
unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan - tugas telmis

operasional di bidang laboratorium kesehatan kerja, serta pengawasan i

kesehatan kerja dan lingkungan kerja berdasarkan kebijakan . Kepaia Dmas
dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

ot
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Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT' o R
mempunyai fungsi : o

a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Laboratormm Kesehatan' S
Kerja; '

b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan'
kerja sesuai ketentuan peraturan per undaﬂg~undangan '

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan kesehatan] B S
kerja dan lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan’ perundang~ L
undangan; _

d. pengawasan pelaksanaan keg1atan di lingkungan UPT Laboratormm e
"Kesehatan Kerja; m

e. pengendalian kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
f. pelaporan kegiatan di 11ngkuﬁgan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja, 8

g pelaksanaan fungsi lain di bidang laboratorium kesehatan kerja seria_; Bl
pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja- Sesuai ketentuan SN
peraturan perundang- undangan g

Bagian Keempat
sub Bagian Tata Usaha

Pasal ©

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas penyusunan rencana kerja,- mamtomng dan gvalua%@, .
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta. pengelglaan Giini
keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium Kesehata;n Kerja. 0o

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 9 Sub Bagian |
Tata Usaha mempunyai fungsi: _ S

a. penyusuynan dan penyelarasan program kerja ser‘ta peiaksanaan : e
monitoring dan evaluasi di Imgkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerj 5&, i
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ta‘talaksana cii G
lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja; : IR B e
c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha - di hngk;ungz—m UP’T i
Laboratorium Kesehatan Kerja; N : i 2
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lmgkungan UPT i
Laboratorium Kesehatan Kerja; S :

e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkui'aganﬁ "UP’T:'] -_Lafboféitcj;%ﬁ:gm*”' '-
Kesehatan Kerja; dan . B ]

f  pelaksanaan fungsi lain di bldemg tata usaha yang daserahkam oleh I{epala--_:'."' S e
UPT. o
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Bagian Kelima
Seksi Kesehatan Kerja

Pasal 11

Seksi Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, -
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang higiene dan keselamatan
kerja baik yang berpengaruh terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar
perusahaan, pengujian dan penelitian terhadap keselamatan kerja dan sarana
kerja, kesehatan kerja, ergonomi, serta gizi kerja sesuai ketentuan peiaiuran ;
perundang-undangan, -

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksrt___--'_'_ |

Pazal 12

Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Kerja;

pen oumpulan dan pengolahap bahan di bidang kesehatan: ker_}a, _bbffﬁ‘*e' : ':
dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan ng" kex:;a, S

pelaksanaan kegiatan teknis operaszonal di bidang kesehatan ker Ja, hlgzene g R

dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi ker a

pelak sanaan kegiatan teknis operasmnai di bidang pengu j}.ah daii penehtzan'. j-

lingkungan kerja, penguijian dan penelitian terhadap keselamatan kerja dz-m”' EE S

sarana kerja;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan kez i,
ergonomi dan gizi kerja;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Kerja;

pemberian saran dan pertimbangan berkenaan deﬁgan pelaksanaan tugas s
dan fungsi di bidang kesehatan kerja, higiene ‘dan keselamatan ke:l Ja SRRt

kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan kel 3a, hlglene dan..-' :_ﬁ i
keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan- g1zz kerga yang}

diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan: Kerja

Pasal 13

Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja dan ngkunvan Kez _‘]& sebagazmana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tuﬂas me}aksanakan
kegiatan di bidang pengawasan kesehatan kerja.dan Imgkungan kema sesua; |
ketentuan peraturan perundang- undaﬁgan

SEARD PERANGEAT DALRAT
HURUM . iauz{ ARARSA

B SN 2

AEEVEEN 1 mawma




- 9 -
Pagal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- PasaI I?S Sek31
Pengawasan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai f ung51 ' "

a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Kesehatan Ker Ja dan o
Lingkungan Kerja; g

b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan kesehatan-'_':?'.
kerja dan lingkungan kerja; _ | S .

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasioanal di bidang pengawasan kesehatan’. LT
kerja dan lingkungan kerja; o -

d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Kesehatan K@I‘_}a dan RN
Linglcungan Kerja; e =

e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas-'_ R

dan fungsi di bidang pengawasan kesehatan kerja dan }.mgkungan kerja,

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan kesehatan ker Ja dan :
lingkungan kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT. ' _

Bagian Ketujuh e
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional .::' |

Pasgal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di- bawah d&‘ﬂ bertanggurlg--f
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan ngg1 Pratama, Pe‘}abatfj .
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang metniliki ‘keterk aitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional ber dasa:t kan' 3en;aﬂgﬂya sesual_': o
ketentuan peraturan perundang~undangan : o

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki mgas membei 11{&11‘1 pelayanan e

fungsional yang berdasarkan keahlian dan ketera.npﬂan sesuaz ketenmani;_’

peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dztetapkan sesuax keten’cuan S
peraturan perundang-undangan. ' '

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan ocleh Gubernur darz Pegawaz ASN - Ny
yvang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan’ peratu:{ an perumiang— e
undangar, - R

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional cilangkat dan Pegawal ASN"' _z;".;_-;-
yang memenuhi persyaratan sesuai Letentuan rjeraturan pm umdang~ i
undangan. : - o

(3} Pengangkatan dalam jabatan.di lingkungan UPl Laboratomum Kesehatan
Kerja memperhatikan syarat dan kompetensi 3abatan sesuau I{etentuan L

peraturan perundang«undan :
AR
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Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan "bagi .

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerjd
disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 17

Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi; _. -
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada -
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pe jabat B

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, iﬂtegrasi_ dan

sinkronisasi, bailk di lingkungan UPT Laboratorium Kesehaian Kelja e

maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan f ungsmya

Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di

lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dan mengambil lémgkahu

langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporean

Pagsal 18

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setBTa . e
periodik maupun sewakiu-waktu dan tepat wakfu kepada Kepaia Dmaﬁs-_'-_::'

maupun kepada perangkat daerah terkait.

Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja - kepada Kepala Dinas._:'_ _
secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peratman perundangw' L
undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait. :

Setiap pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Waglb’_
mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampali{an laporan S
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-walkti kepada R

atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima. dam bawahan da.n | - B
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam L

mermnberikan petunjuk teknis kepada bawahan,

HARL . PREANGHAT DhgwAR E AUTETEN ¥
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentrahsa& dlbebankan_._-f e
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. L ' _

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas - pembanman daﬁ tu gas o
lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan’ Beian a Negara i

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN -

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan: kerja Sa_ma yang bazk d’dam |
keglatan pemantauan dan evaluasi serta famh’casz pena‘taan kelembqgaan dan
analisis jabatan, ketat&l&ksm&aan, serta refoimasi blrokras1 dan’ akuntabﬂitas__ﬁ
kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ya:ng bertangguﬂg _]&WEL dl
bidang organisasi. : L

BAB IX |
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur  ini mulai - berlaku Pegawa1 ASN yang
melaksanakan tugas pada UPT Laboratorium - Kesehatan Kerja tetap
melaksanakan tugasnya sepan Jang belum ada penugasan yang baru dan
Pejabat Pembina Kepegawaian. S o '

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai beriaku Peraturan C—‘rubemur Nomorf"e--‘
69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Orgamsasz ’Fugas daﬁ Fungsz -
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboraiormm Kesehatem Ker 3a P10v1ns1
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalnnantan Bam‘i: Tahun 2017
Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, '
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Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan -
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi .
Kalimantan Barat. '

Ditetapkan di Pontianak -~ :
pada tanggal < fell 2 e
#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Diundangkan di Pontianﬁalg_
pada tanggal - et/ fae B ¢

Pj SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

LS

AMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 Ni‘jMOR' | §§”§ S




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSL SERTA
TATA KERJA UNIT PELAK SANA TEKNIS LABORATORIUM KESEMATAN KERIA

PROVINS! KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISAS]
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

BUB BAGIAN
TATA USAHA

BERSI
PENGAWASAN KESEHATAN .
KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA

SERSI
KESEHATAN KERJA

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |




